BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab sebelumnya, maka penulis mengambil

kesimpulan sebagai berikut :

1.

a.

b.

2.

Penyidikan yang dilakukan kejaksaan ini, ternyata dalam prakteknya menghadapi banyak
hambatan, baik itu hambatan internal maupun hambatan ekternal. Hambatan tersebut antara

lain :

Faktor internal menyangkut kuantitas jaksa pada bidang tindak pidana khusus.

Faktor eksternal yaitu perundang-undangan yang mengatur tentang perijinan
pemeriksaan.

Menghadirkan tersangka karena alasan sakit atau tidak diketahui keberadaannya.

Sulitnya menyita atau mendapatkan surat dan dokum asli.

Untuk mengatasi kendala dalam melakukan penyidikan kasus korupsi di atas kejaksaan telah

melakukan upaya sebagai berikut :

Membentuk tim penyidik dengan melibatkan jaksa-jaksa pada bidang lain.

Mengirimkan surat izin peneriksaan kepada jaksa agung RI untuk diteruskan kepada
Mendagri.

Melakukan koordinasi dengan dokter pemerintah dan penasehat hukum tersangka.
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait misalnya dengan Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Sulawesi Utara, Badan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dan Pemerintah

Daerah Provinsi Sulawesi Utara.



1.2. Saran
Saran-saran yang dapat yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela, karena itu pemberantasanya
haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan memperhatikan aspek-aspek hukum
dan keadilan.

2. Koordinasi antar instansi atau pihak terkait seharusnya lebih ditingkatkan sehingga apabila
diperlukan kerjasama untuk pengambilan data dan bahan keterangan sebagai bukti dari
suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, akan menjadi relatif mudah tanpa ada

hambatan.
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